
 

 

PERATURAN BUPATI BREBES  

NOMOR  39 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

BUPATI BREBES, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Normor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan 

Umum  baerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003  tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 



245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74  Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan BLUD di Kabupaten Brebes (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 92); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH 

PERHITUNGAN ANGGARANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah  Kabupaten Brebes. 

2. Bupati adalah Bupati Brebes. 

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakanPengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Brebes yang mempunyai tugas melaksanakan 



pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Brebes. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan Daerah  pada umumnya. 

6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. 

7. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan  penambahan 

ekuitas. 

8. Belanja adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi 

dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya 

kewajiban yang mengakibatkan  penurunan  ekuitas. 

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA  BLUD 

adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD 

selama 1 (satu) tahun anggaran. 

10. Likuiditas adalah kemampuan dalam memenuhi kewajibanjangka pendek 

atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus 

dibayar dengan harta lancarnya. 

11. Pembiayaan BLUD merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan  maupun  pada tahun  anggaran  

berikutnya. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

PEMANFAATAN  SiLPA  BLUD 

Pasal 2 

(1) SiLPA  BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) 

periode anggaran. 



(2) SiLPA  BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali 

atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah 

dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran 

BLUD. 

(3) Pemanfataan SiLPA  BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud  pada ayat  (2) dapat digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan 

likuiditas. 

(4) Pemanfataan SiLPA  BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan harus melalui mekanisme APBD. 

(5) Pemanfataan SiLPA  BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan 

mendahului  perubahan APBD. 

(6) Kriteria  kondisi  mendesak  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (5) 

mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran 

berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkankerugian yang lebih besar bagi Pemerintah  Daerah dan 

masyarakat. 

Pasal 3 

(1) Perintah Bupati untuk menyetorkan sebagian atau seluruh SiLPA  BLUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), didahului dengan pengkajian 

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

(2) Pengkajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit mengacu pada: 

a. RBA; 

b. laporan SiLPA  yang disajikan berdasarkan periodeanggaran beserta 

akumulasinya; dan 

c. laporan likuiditas keuangan BLUD. 

(4) Hasil pengkajian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar 

penetapanjumlah SiLPA  yang akan disetor ke kas Daerah. 

 

Pasal 4 

(1) Penyetoran SiLPA  BLUD ke kas Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak  Perintah  Bupati  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 

ayat  (2) dikeluarkan. 



(2) Penyetoran SiLPA  BLUD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening 

BLUD ke rekening kas  Daerah. 

 

Pasal 5 

 Pemanfaatan SiLPA  BLUD yang disetorkan ke kas Daerah diutamakan untuk 

mendanai program dan kegiatan layanan dasar masyarakat dan untuk  

memenuhi standar  pelayanan minimal. 

 

BAB III 

PENGANGGARAN 

Pasal 6 

 

(1) SiLPA BLUDdituangkan ke dalam RBA dan dikonsolidasikan dalam APBD. 

(2) SiLPA BLUDdisajikandalam pembiayaan BLUD sebagaisaldo awal 

pembiayaan. 

(3) Penganggaran pemanfaatan SiLPA  BLUD  mengikuti  mekanisme  

penyusunan APBD. 

 

BAB IV 

PENATAUSAHAAN 

Pasal 7 

(1) Penatausahaan dana SiLPA BLUD yang dikelola oleh BLUD sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang penatausahaan 

dan/ataupengelolaan  keuangan BLUD. 

(2) Penatausahaan  dana SiLPA   BLUD yang disetorkan ke Rekening  Kas 

Daerahmengikuti penatausahaan APBD. 

 

BABV 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

 Pertanggungjawaban keuangan atas dana SiLPA  BLUD dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal, 24 juni 2021 

BUPATI BREBES, 

 ttd 

IDZA PRIYANTI 

Diundangkan di Brebes  

pada tanggal 24 Juni 2021  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BREBES  

 

Ttd  

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  

Pembina Utama Madya  

NIP. 19650903 198903 1 010  

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  

TAHUN 2021 NOMOR 39 


